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ABSTRAK

MELDA SULLISWARI, NPM 01864007013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PERSONEL FUNGSI KOMANDO
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR TNI
ANGKATAN LAUT

181 halaman, 5 Bab, xi, 8 gambar, 9 tabel, 6 lampiran

Daftar Pustaka: 25 buku, 10 peraturan dan 5 jurnal, lain-lain (1999-2019)

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Implementasi Kebijakan Pembinaan
Personel Fungsi Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI
Angkatan Laut Dalam organisasi TNI Angkatan Laut selain menggunakan Prajurit TNI
Angkatan Laut, juga Pegawai Negeri Sipil TNI yang ditugaskan di lingkungan organisasi TNI
Angkatan Laut dalam jumlah yang cukup besar, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil dan
Prajurit TNI Angkatan Laut merupakan satu kesatuan yang terpadu bersama-sama bertanggung
jawab dalam pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut, melalui (1) mendeskripsikan faktor
komunikasi, (2) mendeskripsikan faktor sumberdaya, (3) mendeskripsikan faktor disposisi, (4)
mendeskripsikan faktor struktur birokrasi Implementasi Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi
Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNl Angkatan Laut.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut. Dalam
mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
Untuk teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif yang mengacu kepada pendapat Miles
dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan
struktur birokrasi mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi
Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNl Angkatan Laut.
Pada faktor komunikasi, pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando dalam
proses penyampaian informasi belum sampai kepada penerimanya dengan baik, kejelasan dan
konsintensi penegasan dalam bentuk peraturan belum ada, posisi PNS sebagai atasan pada sisi
kepangkatan, dalam kesataraan kepangkatan Militer-PNS. Untuk faktor sumber daya
Kemampuan sumber daya manusia yang belum cukup baik dalam menangkap maksud dari
kebijakan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando. Untuk factor disposisi mengalami
hambatan berupa sikap atasan yang belum tegas dalam penindakan dan memberikan sangsi
terhadap pelanggaran disiplin, sikap dan keteladanan terutama para atasan yang kurang serta
minimnya pengawasan yang belum berjalan maksimal, dan untuk factor struktur birokrasi
belum ada tuntutan yang bersifat mengikat khususnya Pegawai Negeri Sipil, sehingga sikap
acuh tak acuh dalam mengimplementasikan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando
pada kedinasan sehari-hari, karena belum tegas reward dan funishman serta juga belum ada
Standard Operating Procedures (SOP) khusus yang disediakan yang berakibat penafsiran yang
berbeda-beda dalam pelaksanaannya.. Penelitian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1)
Dinas Penerangan Angkatan Laut dapat lebih peningkatan peran tranformasi informasi
(transimisi) melalui media penerangan TNI Angkatan Laut yang menyesuaikan perkembangan
IT,(2) Dinas Pendidikan Angkatan Laut dapat merevisi kurikulum pendidikan prajurit TNI
Angkatan Laut dan juga memprogramkan disetiap jenjang pendidikan dan pelatihan bagi PNS
dalam rangka mendukung terwujudnya pelaksanaan BFK yang baik dan benar, (3) Staf Personel
Angkatan Laut selaku pelaksana kebijakan dibidang personel dapat membentuk suatu aturan
yang mengikat baik prajurit maupun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI Angkatan
Laut dengan memaksimalkan peran atasan yang diatur secara teknis dalam Peraturan Kasal atau
Surat Keputusan Kasal, (4) Perlu adanya penambahan tugas tanggung jawab khusus pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan kebijakan BFK di setiap Satuan Kerja Mabesal yang melekat pada
setiap jenjang structural sebagai pembinaan dan pengawasan Implementasi Kebijakan BFK,
sehingga dapat terwujud dan terjaga kemurnian doktrin BFK pada diri seluruh Personel TNI
Angkatan Laut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Binpers Fungsi Komando (BFK), PNS TNI Angkatan
Laut



ABSTRACT

MELDA SULLISWARI, NPM 01864007013

POLICY IMPLEMENTATION OF PERSONNEL DEVELOPMENT COMMAND
FUNCTION AGAINST CIVIL STATE EMPLOYEES IN THE ENVIRONMENT OF
THE BIG MARKAS OF THE TNI SEA FORCE

181 pages, 5 Chapters, xi, 8 pictures, 9 tables, 6 appendices

Bibliography: 25 books, 10 regulations and 5 journals, others (1999-2019)

This research aims at how to implement the policy of personnel development for
command functions for civil servants in the Indonesian Navy Headquarters in the Navy. In
addition to using the Navy Soldiers, TNI Civil Servants are also civil servants assigned to the
Navy organization in a large number. large enough, therefore the Civil Servants and Soldiers of
the Navy are an integrated unit that is jointly responsible for the implementation of the main
duties of the Navy, through (1) describing the communication factor, (2) describing the resource
factor, (3) describing the disposition factor, (4) describing the factors of the bureaucratic
structure of the Policy Implementation for Command Function Personnel Development for Civil
Servants in the Indonesian Navy Headquarters Environment. This study uses a descriptive
method with a qualitative approach. The research subjects consisted of Civil Servants in the
Indonesian Navy Headquarters Environment. In collecting data, researchers used interview
technigues, observation and documentation study. For data analysis techniques using qualitative
analysis which refers to the opinion of Miles and Huberman.

The results showed that the factors of communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure influenced the Implementation of Command Function Personnel
Development Policy for Civil Servants in the Indonesian Navy Headquarters Environment.
Regarding the communication factor, the implementation of the Command Function Personnel
Development Policy in the process of delivering information has not reached the recipient
properly, there is no clarity and consistency of affirmation in the form of regulations, the
position of PNS as superiors on the rank side, in the equality of Military-PNS ranks. For the
resource factor Human resource capabilities are not good enough in capturing the intent of the
Command Function Personnel Development (Binpers) policy. For the disposition factor, there
are obstacles in the form of superiors who have not been assertive in taking action and provide
sanctions for disciplinary violations, attitudes and exemplary, especially the lack of superiors
and the lack of supervision that has not been maximized, and for the bureaucratic structure factor
there are no binding demands, especially Civil Servants. Civilians, so that they are indifferent
in implementing the Personnel Development (Binpers) of the Command Function in their daily
service, because there is no clear reward and funishman and there is also no special Standard
Operating Procedures (SOP) provided which results in different interpretations in their
implementation .. The research recommends the following: (1) The Navy Information Service
can further increase the role of information transformation (transmission) through the
information media of the Indonesian Navy which adapts to IT developments, (2) The Navy
Education Office can revise the education curriculum for TNI soldiers. A navy and also program
at every level of education and training for civil servants in order to support the realization of a
good and correct BFK implementation, (3) The staff of the Navy personnel as the implementer
of policies in the personnel sector can form a binding rule for both soldiers and civil servants in
the environment. The Indonesian Navy by maximizing the role of superiors as regulated
technically in Kasal Regulations or Kasal Decrees, (4) There needs to be an additional task of
special responsibility for guidance and supervision of the implementation of BFK policies in
each Headquarters Work Unit which is attached to each structural level as guidance and
supervision Implementation of the BFK Policy, so that the purity of the BFK doctrine can be
realized and maintained in all Indonesian Navy Personnel.

Keywords: Policy Implementation, Command Function Binpers (BFK), PNS TNI Navy
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting
dalam menjalankan kegiatan organisasi atau perusahaan, Pada dasarnya
sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat di butuhkan
oleh suatu organisasi, karena sumber daya yang berperan aktif terhadap
jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan. Sumber daya
manusia juga merupakan aset perusahaan yang tidak bisa dibeli, memiliki
karakteristik yang beraneka ragam, dan butuh penanganan Kkhusus.
Penetapan strategi sumber daya manusia sesuai dengan visi, misi, dan
strategi perusahaan salah satunya yaitu, melalui pembentukan budaya yang
tepat di perusahaan. Budaya organisasi yang positif tentunya akan
memberikan pengaruh positif kepada pelaku usaha atau karyawan sehingga
mampu mengembang-kan perusahaan ke arah yang lebih besar.

Demikian pula halnya dengan budaya organisasi, adalah sebuah
sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan
organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Budaya organisasi sebagai
suatu sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama yang berinteraksi
dengan orang-orang suatu perusahaan, struktur organisasi dan sistem
pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku.

Dalam budaya organisasi militer telah mengubah keseragaman

perilaku individu menjadi perilaku kelompok yang seragam, baik dalam



cara berpakaian, berpenampilan, menghadap atasan, memberi hormat
maupun cara berkomunikasi. Ini semua tercipta melalui pendidikan dam
pelatihan yang super ketat sehingga menghasilkan budaya yang kuat.
Dengan budaya organisasi yang kuat, militer memiliki disiplin dan loyalitas
yang sangat menghargai norma-norma, nilai-nilai, symbol-simbol, dan
saling menghormati sesama anggota serta ketaatan yang luar biasa terhadap
perintah atasan, serta memiliki kepribadian yang kuat yang memengaruhi

perilaku individu, baik didalam maupun diluar organisasi.

Sumber daya manusia dalam kaitan dengan hal ini adalah Pegawai
Negeri Sipil yaitu sebagai penggerak roda mekanisme administrasi dalam
organisasi pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur
negara dan abdi masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam
pembangunan untuk menciptakan masyarakat madani yang taat hukum,
peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat,
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi didalam
pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah, untuk mewujudkan pegawai
sebagaimana yang dimaksud diatas maka Pegawai Negeri Sipil perlu dibina
dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan pembinaan tenaga manusia,
TNI menitikberatkan kepada aspek profesional, vyaitu terwujudnya
kemampuan dan kekuatan TNI yang efektif dan efisien dengan cadangan
yang cukup dan sewaktu waktu dapat dikembangkan sampai tingkat

keadaan tertentu.



Pada dasarnya dalam dunia militer Terdapat empat unsur pokok,
yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), doktrin militer, organisasi militer, dan
sistem senjata. Di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dengan
berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/V11/2008 tanggal
21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga
Manusia Tentara Nasional Indonesia bahwa tenaga manusia TNI terdiri atas
Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil TNI, wanita maupun pria dan tenaga

manusia lain yang digunakan untuk mendukung tugas pokok TNI.

Tolok ukur keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugasnya
adalah jumlah tenaga manusia TNI yang relatif kecil dengan kualitas tinggi,
serta mempunyai profesionalisme sesuai dengan tugas pokok masing-
masing. Untuk mencapai kemampuan tersebut, pembinaan tenaga manusia
TNI perlu dilaksanakan berdasarkan disiplin ilmu yang menyangkut
penentuan norma jabatan, Kkarakteristik dan produktivitas kerja,
pendayagunaan kemampuan serta standar nilai pengawakan organisasi.
Agar tugas pokok TNI dapat dilaksanakan dengan baik berhasil dan berdaya
guna, di mana personel merupakan unsur utama yang menentukan maka
perlu adanya petunjuk yang memuat tentang pokok-pokok kebijaksanaan
dari Pimpinan TNI untuk dijadikan pedoman bagi pembinaan personel dan
tenaga manusia di jajaran TNI, yang meliputi Pembinaan Personel

(Binpers).

Dalam kebijakan pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil di jajaran
Tentara Nasional Indonesia ditetapkan bahwa dalam rangka penempatan,

pengembangan potensi dan penugasan serta pemantapan profesinya,



Pegawai Negeri Sipil di lingkungan organisasi TNI dapat ditempatkan pada
jabatan-jabatan militer yang sifatnya administratif No-Tempur dengan
pertimbangan adanya beberapa jabatan tertentu yang lebih efektif dan
efisien dijabat olen PNS. Disamping itu adanya kecenderungan sifat
penugasan yang stasioner sehingga dapat menjamin kontinuitas pelaksanaan
tugas pokok TNI. Kebijakan menyertakan tugas dan tanggung jawab PNS
sama dengan tugas dan tanggung jawab TNI tersebut tidak berarti sebagai
kebijakan militerisasi sipil. Namun kebijakan Pegawai Negeri Sipil sebagai
komplemen TNI lebih bernuansa pada penyamaan beban tugas dan

tanggung jawab sebagai sesama unsur pengawak organisasi TNI.

Mengandung arti bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
organisasi TNI merupakan mitra kerja yang disejajarkan dengan TNI
mempunyai kedudukan atau peran sebagai komplemen TNI, seperti tertuang
dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/161/X11/2011 tanggal
16 Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel
Pegawai Negeri Sipil TNI. Dimana pembinaan personel Pegawai Negeri
Sipil TNI menyangkut masalah yang luas dan komplek dalam jangka
waktumya cukup panjang, maka dalam penerapannya perlu adanya
kesesuaian antara situasi dan kondisi dengan tugas pokok organisasi Tentara
Nasional Indonesia. Sedangkan pembinaannya didasarkan pada tujuan.
Mengacu pada konsep tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di
lingkungan TNI Angkatan Laut dan prajurit TNI Angkatan Laut merupakan
satu kesatuan yang terpadu dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas

pokok TNI Angkatan Laut. Dengan kata lain merupakan bagian dari sumber



daya manusia TNI Angkatan Laut yang turut berperan dan mempunyai
konstribusi terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi
TNI Angkatan Laut.

Diakui atau bahwa keberhasilan tugas organisasi TNl Angkatan
Laut dalam mencapai tujuan tidak hanya ditentukan atau tergantung pada
sekelompok orang atau unit tertentu dalam hal ini prajurit TNI Angkatan
Laut saja melainkan oleh seluruh kekuatan pendukung yang dimiliki, yang
saling terkait satu dengan yang lain, salah satu kekuatan tersebut adalah
Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut, yang menyatakan bahwa Pegawai
Negeri Sipil TNI di samping berdasarkan pada ketentuan dan perundang
undang yang berlaku untuk PNS pada umunya. digambarkan pada tabel 1.1.
berikut

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Kekuatan Riil PNS di lingkungan Mabesal

KUATPERS PNS MABESAL BULAN JULI 2019

SATKER Gol. IV Gol. Il Gol. Il Gol. | CPNS TOTAL
IV/C | IV/B [ IV/A [ JML | /D | mi/C [ /B | /A | IML W/ | u/c| /s (/Al JML [I/D[1/C|1/B|I/A| IML [1/8]11/A]1I/C|IML
Itjenal 1] 1] 5 3 6| 14| 2 2 4 0| 0 19
Sahli Kasal 1 3 4 1 3 3 7| 4 4 0| 0 15|
Srenal 0| 2 9 4 3 18, 4 2 1] 7 1 1| 0| 26
Spamal 0| 5 1 6| 6| 18| 3 1 4 1 1| 0| 23
Sopsal 1] 1| 2 4 6| 4] 16| 6| 1] 7| 0| 0| 24
Spersal 5 5| 5 8| 6| 7 26 3 3 I 1 8| 0| 0| 39
Slogal 1 1| 8 4] 4] 16| 9| 3 3 3 18 1 1| 0 36
Spotmar Mabesal 1] 1| 1] 2 3| 2 8| 5 3 8| 0| 0| 17|
Smin Kasal 0| 1] 5 1] 7| 1] 3 4 0| 0| 11
0| 2 3 2 7| 1] 1] 2| 0| 0| 9|
Setumal 4 4 5 9 12 7 33, 5 2 7| 0 0 44|
Denma 2 2| 17 18 55| 36 126 84 47 19| 12 162 4| 1] 1 6 10| 2| 26 38 334
Disadal 3 3| 1] 8 5 7 21 6| 1] 1] 8| 0 0 32|
Disk lekal 1] 1] 1] 9 8 4 22 3 3| 0 0| 26
Diskual 6| 6| 13 11 4 7 35 4 1] 5| 0 0| 46
Di 1 6 7 1 2 4 3 10 1 2 1 1 5[ 1 1 0| 23
Disminpersal 2 10 12| 4 13| 2 20| 39 22 3 2| 2 29| 0 1 1| 81
Di: 0 1 5 6| 8| 20, 7| 1] 1] 9| [ 0| 29
Dispsial 0| 4] 4 6| 1] 1] 8| 0| 0| 12|
Puspomal 1] 1| 2 3 1 6| 8| 1] 9| 0| 0| 16|
Disdikal 3 3| 5 4 6| 4 19| 3 1] 3 7| 0 0| 29
Disil 1] 1| 4 8 5 2 19| 6| 2 1 9| 0| 0| 29
Dislitbangal 5 5| 15 23] 14 20 72 18 2 3 3 26 0 0 103
Dismatal 1] 1] 6| 4 6| 9| 25 8| 1] 4 13 1 1| 0 40|
Dispenal 4 4 7 4 4 5 20, 3 1] 4 0 0 28
Dispotmar k 3 3| 1] 6| 5 3 15, 2 1] 3| 0 0 21
Di: lekal 2 2| 13 50 56 32| 151 72 9| 12 3 96 0 1 2 3| 252
Diswatpersal 7| 7| 13| 13| 15| 26 67 28| 5 33 1 1| 0 108|
Disbekal 1 7 8 200 48 32| 19 19| 33 1 1 45 0 0| 172
Disfasl. ] 1 1| 2 3 11 7 23 9| 2 2 1] 14| 0| 0| 38
Dislail 0| 1] 5 9 2 17| 6| 1] 2 9 1 1| 0| 27,
Puspenerbal 2 10 9| 9 15| 43 30 3] 2l 1 36 0| 0| 81
Diskesal 19 17| 44 80| 221 133| 281 333 968 299 68| 173 11 551 44| 1| 9 54 0| 1,653
Disopslatal 0| 1 5| 6 0| 0| 0| 6
TOTAL 19 22) 125| 166 381| 423| 596| 617| 2,017) 696 156 265| 40| 1,157| 54| 2| 11| 0 67| 10 4| 28 42 3,449

Sumber: Laporan Binteman Spersal. Bulan September 2019




Penggunaan tenaga manusia berasal dari Pegawai Negeri Sipil
yang ditugaskan di lingkungan Markas Besar TNl Angkatan Laut dalam
jumlah yang cukup besar. Di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut
sendiri terdapat kekuatan riil Pegawai Negeri Sipil berjumlah 3.449 orang

yang dapat digambarkan pada tabel 1.1. diatas.

Dari tabel 1.1. tersebut di atas bahwa Pegawai Negeri Sipil di
Markas Besar TNI Angkatan Laut terdistribusi dari beberapa satuan kerja
(Satker) dengan berbagai jenjang dan tingkat kepangkatan yaitu Golongan
IV yang setingkat Perwira Menegah (Pamen) terdapat 166 orang, Golongan
Il yang setingkat Perwira Pertama (Pama) terdapat 2.031 orang, Golongan
Il yang setingkat Bintara (Ba) terdapat 1.185 orang dan Golongan | yang
setingkat Tamtama (Ta) terdapat 67 orang, yang dalam pembinaannya tidak

terlepas sistem nilai yang diatur dalam organisasi TNI Angkatan Laut.

Selain itu bahwa Pegawai Negeri Sipil TNI di samping
berdasarkan pada ketentuan dan perundang undang yang berlaku untuk PNS
pada umunya juga berdasarkan pada ketentuan dan kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemimpin TNI dan diturunkan kepada organisasi TNI di
masing-masing angkatan termasuk di lingkungan TNI Angkatan Laut. Oleh
karena itu anggota yang berdinas dan bertugas di lingkungan TNI Angkatan
Laut baik Prajurit TNI maupun Pegawai Negeri Sipil Angkatan Laut dari
segala sumber, strata maupun golongan tanpa terkecuali merupakan satu
kesatuan yang terpadu bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan
tugas pokok TNI Angkatan Laut. Dengan kata lain bahwa Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari sumber daya



manusia TNI Angkatan Laut yang turut berperan dan mempunyai kontribusi
terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi TNI Angkatan
Laut. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda tetap mempunyai
kesamaan yaitu adanya tujuan bersama atau umum Yyaitu tujuan TNI

Angkatan Laut.

Adapun ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan
TNI meliputi nilai-nilai budaya organisasi yang menjadi pedoman di
lingkungan TNI adalah yang terdapat pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit,
Delapan Wajib TNI, Azas 11 Kepemimpinan dan Panca Prasetya Korps
Pegawai Republik Indonesia. Diharapkan budaya organisasi tersebut dapat
mendorong terwujudnya dan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan

Pertahanan Negara yang tangguh.

Didalam organisasi TNI Angkatan Laut sendiri selain pedoman
diatas, nilai-nilai budaya organisasi yang menjadi pedoman khusus adalah
Trisila TNI Angkatan Laut, Trisila TNI Angkatan Laut sebagai tradisi
budaya/kultur organisasi TNl Angkatan Laut, merupakan suatu rangkuman
dari nilai-nilai, falsafah, prinsip dan keyakinan yang dianut oleh organisasi
TNI Angkatan Laut yang merupakan sistem manajemen modern serta
diarahkan untuk memajukan organisasi TNI Angkatan Laut. berarti Tiga
Azas atau Pedoman Dasar, yang dapat dijadikan tauladan karena
kedisiplinan dan loyalitas terhadap TNI Angkatan Laut maupun kepada
negara RI, serta sebagai sumber semangat korps Angkatan Laut, adalah
merupakan titik tolak motivasi untuk menggalang tekad kebersamaan dan

suasana yang harmonis, komunikatif, saling menghargai peran dan fungsi



masing-masing guna mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif dan
efisien. Semua menjadi dasar dalam Pembinaan Personel TNI Angkatan

Laut.

Sebagaimana dalam Pembinaan Personel TNI tentunya mengacu
kepada tetap lestarinya tradisi keperjuangan, sehingga mampu mengemban
setiap tugas yang dibebankan kepadanya, sebagai kekuatan pertahanan
negara. Dan Pembinaan Personel TNI merupakan salah satu fungsi
komando dimana yang menjadi  tanggung  jawab  setiap
komandan/pimpinan/atasan langsung mulai dari yang terendah sampai yang
tertinggi, Begitu pula di lingkungan TNI Angkatan laut baik bagi personel
TNI Angkatan Laut maupun Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut
sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Pembinaan Personel TNI
Angkatan Laut, sehingga dalam pembinaannya mengikuti karakteristik
pembinaan pada organisasi TNI Angkatan Laut termasuk dalam hal ini
pelaksanaannya Fungsi Komando sebagai salah satu budaya organisasi
terhadap Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut di lingkungan TNI

Angkatan Laut.

Dimana Fungsi Komando pada aspek Hukum Administrasi, diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang
TNI, yang kemudian dijabarkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2010 tetang Administrasi Prajurit TNI, khususnya
mengatur mengenai kewenangan Komandan dalam penerapan sanksi
administrasi. Kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut mengenai pembinaan

personel di lingkungan TNI Angkatan Laut disusun dalam suatu Buku Saku



yang diterbitkan pada bulan Sepetember tahun 2004 yakni “Implementasi
Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando” yang kemudian
dibagikan dan disosialisasikan ke seluruh personel TNI Angkatan Laut
dengan harapan akan membawa pembinaan personel TNI Angkatan Laut
kearah lebih baik. Dimana pengendalian proses pelaksanaaan pembinaan
tersebut tidak hanya dibebankan kepada aparat personel personalia saja.
Dari pemahaman inilah maka disimpulkan bahwa pembinaan personel
merupakan tanggung jawab dari seluruh jajaran TNI Angkatan Laut yang
secara sinergis dan berkesinambungan berupaya untuk meningkatkan
kemampuan agar menghasilkan personel-personel TNI Angkatan Laut yang

bermoral, professional dan berani.

Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut yang merupakan
komplemen dari prajurit TNI dalam pengelolaan organisasi dengan
mengedepankan peran sumber daya manusia harus menjadi karakter TNI
dan budaya organisasi merupakan filosofi dasar yang akan memberikan arah
kebijakan kepada segenap personel TNI Angkatan Laut dalam sistem
pengelolaan unit organisasi dapat melaksanakan Binpers Fungsi Komando
sebagaimana dilakukan oleh prajurit TNI agar dapat mengimplementasikan
sesuai kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara serta turut
mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki komitmen, karakter
positif, kreatif, kompetitif, komunikatif, kredibel dan militan bila
dihadapkan dengan tuntutan tugas. Perkembangan lingkungan yang berubah
sangat cepat telah memberi pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas

TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber



daya manusia pengawak organisasi mutlak diperlukan dan harus selalu
dilakukan secara terus menerus. Dalam hubungan ini, Pegawai Negeri Sipil
TNI Angkatan Laut sebagai komplemen TNI Angkatan Laut, harus dapat
menyesuaikan diri dengan kehidupan militer dan bekerjasama melaksanakan

setiap tugas yang menjadi tanggungawab organisasi.

Salah satu kebijakan tersebut terhadap Pegawai Negeri Sipil TNI
Angkatan Laut adalah dengan melaksanaan Pendidikan Dasar Kemiliteran
(Diklatsarmil), dengan tujuan pendidikan adalah dalam upaya mewujudkan
TNI Angkatan Laut yang besar, kuat dan profesional. memiliki teknik dasar
kesamaptaan jasmani, mengetahui keangkatanlautan, memiliki moral, sikap
dan perilaku yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan
bernegara dalam wadah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

merupakan hal sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan.

Dengan dibekali materi tentang keprajuritan keangkatanlautan,
seperti Peraturan Kemiliteran Dasar (Permildas), pengetahuan senjata,
menembak senjata ringan, pengenalan kapal, pengamanan berita, material
dan personel serta Peraturan Dinas Dalam (PDD) Khas TNI Angkatan Laut.
Berharap agar calon Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut melakukan
peran dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya karena sekecil
apapun peran dan tugas para Pegawai Negeri Sipil TNI Angakatan Laut,
akan memberikan nilai prestasi dan sangat menentukan keberhasilan
pelaksanaan tugas TNI secara makro. karena baik para prajurit dan PNS

TNI Angkatan Laut bekerja dalam satu sistem.
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Untuk mewujudkan postur personel TNI Angkatan Laut yang
memiliki tiga kualitas pokok, yaitu ketahanan dalam bidang kejiwaan, moral
dan mental, pengetahuan dan kemahiran teknis serta daya tahan
fisik/jasmani. Keberhasilan di dalam pembinaan personel TNI Angkatan
Laut bukan hanya tanggung jawab aparat pengembang fungsi pembinaan
personel, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab semua aparat
pengemban fungsi pengguna personel, dalam hal ini adalah semua atasan
yaitu Komandan, Kasatker dan Atasan Langsung. Pembinaan personel ini
disebut sebagai Pembinaan Personel Fungsi Komando dalam arti bahwa
Komandan, Kasatker dan Atasan Langsung sebagai pengemban fungsi
pengguna personel (sebagai subjek) mempunyai tugas kewajiban, peranan
dan  wewenang untuk  melaksanakan, = mengkoordinasikan  dan

mengendalikan pembinaan terhadap personel di bawahnya (objek).

Pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas
Besar TNI Angkatan Laut tetap tidak terlepas pembinaannya sesuai dengan
kebijakan yang ada pada pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang bersifat
nasional yakni kebijakan yang diturunkan dari Kementerian Pertahanan,
namun kebijakan dari Pimpinan TNI dari kondisi nyata saat ini bahwa
dengan adanya pelaksanaan dalam Pendidikan Dasar Kemiliteran bagi calon
Pegawai dari berbagai jenjang kepangkatan pada Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut tentunya sama dengan
kondisi Prajurit TNI dari berbagai jenjang kepangkatan yang terdistribusi di
berbagai satuan kerja di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut,

kemudian dalam implementasi Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi
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Komando, tentunya kepemimpinan juga memberikan kontribusi besar bagi

keberhasilan suatu organisasi. Atasan mempunyai fungsi sentral dalam suatu

organisasi, serta diperlukan atasan yang handal yang memiliki jiwa

kepemimpinan, bisa mengatur, mengelola dan dapat mempengaruhi anak

buah yang dipimpinnya untuk mencapai target yang ditetapkan organisasi.

Berikut jJumlah pimpinan dalam tingkatan jabatan di lingkungan Mabes TNI

Angkatan Laut dapat digambarkan pada tabel 1.2. sebagai berikut;

Tabel 1.2.

Jumlah pimpinan dalam tingkat jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Markas Besar TNI Angkatan Laut

KETIDAK
PANGKAT/ JENIS SESJL'JA\AE‘;AN JUMLAH
NO GOLONGA | DLM JAB KUAT PNS
JABATAN | DGN PKT
N RUANG (DOWN MABESAL
GRADE)
Kasi,
1. v 121 Kasubdis, 45 166
Kasubag
2. Il 985 Kaur, Paur 1.046 2.031
3, I 1.185 Urusan/ . 1.185
Operator
Juru/
Tukang/
4. I 67 Pramusaji/ - 67
Karya
Bhakti

Sumber : Laporan Binteman Spersal. Bulan Oktober 2019
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Jumlah pimpinan pada level Golongan IV terdapat 166 orang, yang
terdiri dari Golongan Ruang IV yang menduduki jabatan sesuai dengan
pangkat pada jabatan Kasi, Kasubdis, Kasubag di lingkungan Mabes TNI
Angkatan Laut saat ini sebanyak 121 orang dan yang tidak sesuai dengan
pangkat dengan jabatannya terdapat 45 orang, dirasa sangat tidak
proporsional untuk memimpin 2.031 orang pada strata golongan 1ll, karena
terdapat Golongan IV tidak memiliki kewenangan memimpin, terutama
lebih besar jumlah pada jenjang jabatan fungsional dan juga terdapat yang
down grade, dimana kurang percaya diri dalam memberikan instruksi
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di atas jabatannya, walaupun
pangkatnya lebih rendah, kemudian selanjutnya Golongan 111 juga memiliki
tanggung jawab pembinaan untuk Golongan Il yang berjumlah 1.185 orang,

ini juga tidak ideal karena tidak piramidal.

Kepemimpinan yang efektif di lingkungan Markas Besar TNI
Angkatan Laut juga dapat digambarkan dari kepatuhan Pegawai Negeri
Sipil untuk mengikuti segala kegiatan yang diwajibkan untuk diikuti,
kegiatan yang dapat di record adalah kehadiran saat apel pagi yang
dilaksanakan. Berikut data jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Markas Besar TNI Angkatan Laut yang tidak ikut apel pagi dari bulan
Januari sampai dengan November 2019. sebagai faktor yang berpengaruh
terhadap implementasi kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando
dengan mengidentifikasi nilai-nilai dan/atau norma-norma perilaku yang
bisa memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan organisasi yang

menjadi pedoman di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut bagi
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Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil adalah yang terdapat pada Sapta Marga,

Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, 11 Azas Kepemimpinan dan Panca

Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Diharapkan nilai-nilai tersebut

dapat mendorong terwujudnya Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi

Komando atau BFK di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut,

dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosialiasi Pembinaan

Personel Fungsi Komando melalui Jam Komandan, Kegiatan Agama dan

Latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), dan Penerangan Pasukan (Penpas)

seperti pada tabel 1.3 di bawah ini, yaitu:

Tabel 1.3.

Kegiatan yang berhubungan dengan Pembinaan Personel Fungsi Komando

tahun 2019 yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Markas Besar TNI Angkatan Laut

NO| KEGIATAN |DILAKSANAKAN| HADIR/INDEKS | STANDAR/TAHUN

1. | Jam Komandan 10 1.345 60x ; 3.449

2. | Kauseri Agama 20 452 60x ; 3.449
Latihan

3. | Peraturan Baris 4 250 12x ; 3.449
Berbaris

4, | Penerangan 4 34 Satker 12x : 3.449
Pasukan

Sumber : Staf Operasional Denma Mabesal, Bulan Oktober 2019

Kegiatan yang berhubungan dengan Pembinaan Personel Fungsi

Komando sesuai pada Tabel 3.1. dapat penulis jelaskan sebagai berikut, Jam
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Komandan atau pengarahan Dandenma Mabesal kepada seluruh anggota
termasuk seluruh PNS di lingkungan Markas Besar TNl Angkatan Laut
seharusnya dilaksanakan setiap hari Rabu dengan 1 kali tiap minggu atau 5
kali tiap bulan atau 60 kali dalam setahun, namun kenyataannya hanya
dilaksanakan sebanyak 10 Kkali karena intensitas kegiatan Dandenma
Mabesal yang sangat padat, dengan kehadiran hanya mencapai 45% (1.345
orang). Kegiatan kauseri agama dilaksanakan pada setiap hari Kamis,
dengan intensitas 60 kali dalam setahun namun rata-rata kehadiran PNS
hanya 10%, Kemudian Kkegiatan latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB)
dilaksanakan setiap hari senin minggu pertama setelah selesai apel khusus, 1
kali sebulan atau 12 kali dalam setahun, namun hanya bisa dilaksanakan 4
kali dan kehadiran hanya 7%, kemudian kegiatan penerangan pasukan
(Penpas) sebagai media informasi (Panplet) yang dibagikan 1 kali dalam
sebulan atau 12 kali dalam setahun yang dibagikan kepada setiap Satker dari
34 Satker Mabesal, namun terealisasi rata-rata dalam setahun 4 kali, sebagai
kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi atau penekanan-penekanan
pimpinan kepada seluruh personel, tidak maksimal dilaksanakan maka dapat
dipastikan implementasi kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando
tidak dapat tersosialisasikan dan dipahami dengan baik oleh seluruh
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas besar TNI Angkatan Laut.
Sehingga sasaran yang ingin dicapai agar Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Markas besar TNI Angkatan Laut mengerti makna dan tujuan
sebenarnya dari implementasi Pembinaan Personel Fungsi Komando belum

bisa dicapai.
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Kepemimpinan yang efektif di Markas Besar TNI Angkatan Laut
dapat digambarkan dari kepatuhan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti
segala kegiatan yang diwajibkan untuk diikuti, kegiatan yang dapat di
record adalah kehadiran saat apel pagi yang dilaksanakan, berikut data
jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tidak ikut apel pagi dari bulan Januari
sampai dengan Nopember 2019, sebagai berikut ;

Tabel 1.4

Data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut
yang tidak ikut Apel Pagi pada Tahun 2019

NO BULAN KEHADIRAN JUQANLSAH LESE %
1. | Januari 1750 3449 1699 51%
2. | Februari 1550 3449 1899 44%
3. | Maret 1725 3449 1724 50%
4. | April 1832 3449 1617 54%
5. | Mei 1453 3449 1996 43%
6. | Juni 1867 3449 1582 54%
7. | Juli 1854 3449 1595 53%
8. | Agustus 1768 3449 1681 51%
9. | September 1465 3449 1984 43%
10. | Oktober 1723 3449 1726 50%
11. | November 1869 3449 1580 54%

Sumber : Staf Operasional Denma Mabesal, Bulan Oktober 2019.

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah ketidakhadiran rata-rata tiap bulan
adalah sebanyak 1.714 orang dan rata-rata tiap hari kerja adalah sebanyak
1.735 orang yang tidak ikut apel atau sebanyak 49% dari jumlah seluruh

Pegawai negeri Sipil 3.449 orang di lingkungan Markas Besar TNI
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Angkatan Laut. Jumlah ketidakhadiran Pegawai negeri Sipil di lingkungan
Markas besar TNl QAngkatan Laut pada apel pagi yang cukup tinggi
tersebut menunjukkan loyalitas Pegawai Negeri Sipil yang masih rendah

terhadap kepemimpinan di Markas Besar TNI Angkatan Laut.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sehari-hari, Pegawai
Negeri Sipil TNI Angkatan Laut menjadi bagian tak terlepas dari fungsi
komando, bersama dengan Prajurit TNI Angkatan Laut dalam mendukung
tugas pokok TNI Angkatan Laut, namun sampai saat ini kondisi tersebut
belum dapat terlaksana dengan optimal, dimana dapat dilihat dengan adanya
indikasi-indikasi negatif yang timbul diantaranya adalah masih adanya
sebagian Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut yang belum dapat
menjabarkan perintah-perintah dengan penuh rasa tanggung jawab,
loyalitas, dedikasi serta kemampuan menjadi panutan dengan pola yunior-
senior belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya. Kondisi tersebut
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari dengan tidak
berjalannya fungsi komando dari atasan ke bawahan terhadap tanggung
jawab tugas serta pola tingkah laku yang belum mencerminkan kode etik
perwira yang di atur di lingkungan organisasi TNI yang disebut dengan Pola
Pembinaan Personel Fungsi Komando, hal tersebut jika dibiarkan tanpa
pengawasan akan menghambat terlaksananya tugas kedinasan dan tugas
pokok TNI Angkatan Laut, sehingga dalam hal ini yang menjadi
permasalahan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas
Besar TNI Angkatan Laut maka perlu mejadi perhatian dan pengkajian yang

mendalam dengan mencari penyebabnya.
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Melalui konsep Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando
atau BFK yang menggunakan atasan langsung sebagai subjek dalam
pembinaan personel, diharapkan hubungan atasan bawahan akan dapat
ditingkatkan melalui peningkatan interpersonal relation yakni hubungan
antar orang adalah hubungan komunikasi yang efektif dengan sesama
manusia dan lingkungan sekitar antara diri Atasan dan Bawahan, yang pada
akhirnya akan dapat meningkatkan derajat keberhasilan suatu pekerjaan,
tugas dan tugas pokok. Dihubungkan dengan permbinaan Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan TNI Angkatan Laut, yang belum adanya penyesuaian
secara optimal dengan tuntutan Pembinaan Personel Fungsi Komando

tersebut.

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
memilih judul penelitian dalam tugas akhir “Implementasi kebijakan
Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap Pembinaan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut”.

Rumusan Permasalahan

Berdasar latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
implementasi kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut?
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian ini adalah

mengetahui bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi

Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI

Angkatan Laut sebagai bagian dari pembinaan Personel (Binpers) TNI

Angkatan Laut guna meningkatkan dan memperhatikan karakteristik

organisasi sesuai Budaya organisasi TNl Angkatan Laut, sehingga mampu

mengemban setiap tugas yang dibebankan kepadanya, sebagai kekuatan

pertahanan negara selaku kekuatan komponen cadangan utama.

Beberapa alasan diadakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang
pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi upaya apa yang
dilakukan dalam melaksanan kebijakan Pembinaan Personel Fungsi
Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar
TNI Angkatan Laut.

Untuk mengetahui permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan
kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut. dan
melihat perubahan terhadap pembinaan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Markas Besar TNI Agkatan Laut jika Pembinaan Personel

Fungsi Komando Fungsi Komando diterapkan secara optimal.
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Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan tujuan

penelitian, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik,

yakni:

1.

Manfaat terhadap kepentingan dunia Akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi awal.
dan menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi
dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam
berkaitan dengan implementasi Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi
Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar
TNI Angkatan Laut.

Manfaat terhadap dunia praktis.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
masukan serta ide dari permasalahan yang dihadapi pimpinan dalam
menghadapi masalah mengenai implementasi Kebijakan Pembinaan
Personel Fungsi Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Manfaat bagi Peneliti.

Dengan melakukan penelitian ini, pengetahuan dan wawasan peneliti
akan bertambah. Peneliti lebih memahami praktek dilapangan tentang
pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut.
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Bagi Organisasi.

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi
organisasi khususnya organisasi TNI Angkatan Laut serta pertimbangan
semua atasan yaitu Komandan, Kasatker dan Atasan Langsung di
lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan
penyesuaian Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap
Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut sebagai bagian pembinaan
personel TNI Angkatan Laut agar lebih mampu membina komitmen
organisasi melalui Pembinaan Personel Fungsi Komando Fungsi

Komando.
Bagi Pembaca.

Dengan membaca hasil penelitian, pembaca dapat mengetahui
pelaksanaan kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut
sebagai komplemen TNI harus dapat menyesuaikan diri dengan
kehidupan militer dan bekerjasama melaksanakan setiap tugas yang

menjadi tanggungawab organisasi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

pada bab sebelumnya. maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi

Kebijakan Pembinaan Personel Fungsi Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut masih belum optimal, hasil analisa

masih ditemui hambatan-hambatannya, yang diuraikan dengan berlandaskan pada

teori/model implementasi dari Edward-I1l, berdasarkan hasil penelitian ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Komunikasi. Proses penyampaian informasi belum sampai kepada
penerimanya dengan baik, kejelasan dan konsintensi penegasan dalam bentuk
peraturan belum ada, posisi PNS sebagai atasan pada sisi kepangkatan, dalam
kesataraan kepangkatan Militer-PNS, tidak dapat terlaksana sebagaimana
mestinya. sehingga doktrin kebijakan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi
Komando tidak dapat terlaksana secara optimal.

Sumber Daya. Kemampuan sumber daya manusia yang belum cukup baik
dalam menangkap maksud dari kebijakan Pembinaan Personel (Binpers)
Fungsi Komando. tidak hanya Prajurit TNI Angkatan Laut tetapi juga PNS
yang bekerja dilingkungan TNI/TNI Angkatan Laut secara bersama-sama
sesuai tugas fungsi masing-masing dalam rangka mendukung tugas pokok
TNI/TNI Angkatan Laut, sehingga PNS dalam melaksanakan doktrin

Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando masih sifatnya apa adanya,
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tidak sebagaimana mestinya, karena PNS Mabes TNI Angkatan Laut secara
teknis pada umumnya tingkat pengetahuan tentang Pembinaan Personel
(Binpers) Fungsi Komando masih sangat rendah, tetapi dalam hal ini
kebijakan BFK memang belum dilaksanakan secara efektif.

Disposisi. Dikaitkan dengan sikap Personel di lingkungan Markas Besar TNI
Angkatan Laut dalam implementasi kebijakan Pembinaan Personel (Binpers)
Fungsi Komando mengalami hambatan berupa sikap atasan yang belum tegas
dalam penindakan dan memberikan sangsi terhadap pelanggaran disiplin, sikap
dan keteladanan terutama para atasan yang kurang serta minimnya pengawasan
yang belum berjalan maksismal, sehingga adanya peluang sehingga Pegawai
Negeri Sipil memanfaatkan kondisi demikian menjadikan sikap dan karakter
mereka menurun, hai ini menjadikan sebagai salah satu penyebab implementasi
BFK tidak berjalan dengan optimal.

Struktur Birokrasi. Dalam implementasi kebijakan Pembinaan Personel
Fungsi Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas Besar
TNI Angkatan Laut belum ada tuntutan yang bersifat mengikat khususnya
Pegawai  Negeri Sipil, sehingga sikap acuh tak acuh dalam
mengimplementasikan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando pada
kedinasan sehari-hari, karena belum tegas reward dan funishman serta juga
belum ada Standard Operating Procedures (SOP) khusus yang disediakan

yang berakibat penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya.
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B.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran dari peneliti

dalam rangka mengoptimalisasikan Implementasi Kebijakan Pembinaan Personel

(Binpers) Fungsi Komando terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas

Besar TNI Angkatan Laut, adalah sebagai berikut:

1.

Komunikasi. Perlu ada peningkatan peran tranformasi informasi (transimisi)
melalui media penerangan TNI Angkatan Laut yang menyesuaikan
perkembangan IT dan menjaga konsistensi personel TNI Angkatan Laut (baik

prajurit dan PNS) tetap pada doktrin TNI/TNI Angkatan Laut (on the track) .

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), dalam hal ini Kepala
Sub Dinas Penerangan Umum (Kasubdis Penum) yang bertanggung jawab
dalam mempublikasikan informasi kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut,
agar mengoptimal media yang di kelola saat ini yaitu media cetak (majalah
cakrawala), media elektronik (media sosial) dan juga Radio JJM, agar
mengefektifkan dalam mengingatkan dan merefresh personel TNI Angkatan
Laut baik prajurit TNI maupun PNS, untuk tetap konsisten melaksanakan
kebijakan BFK, sehingga dapat terlaksana dengan cepat dan tepat pada sasaran.
Sumber Daya. Perlu dilaksanakan penanaman doktrin prajurit TNI kepada
PNS melalui program pelatihan dasar-dasar kemiliteran pada setiap pendidikan
dan pelatihan ataupun kursus-kursus PNS TNI Angkatan Laut.

Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut (Kadisdikal) dalam hal ini Kepala
Sub Dinas Kurikulum Pendidikan (Kasubdis Kurdik), yang memiliki tugas
tanggung jawab secara teknis dalam menyusun kurikulum pendidikan personel

TNI Angkatan Laut, sebagai masukan untuk merevisi kurikulum pendidikan
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prajurit TNI Angkatan Laut dan juga memprogramkan disetiap jenjang
pendidikan dan pelatihan bagi PNS diberikan tambahan pengetahuan dasar-
dasar Doktrin Prajurit dan Etika Perwira dalam rangka mendukung

terwujudnya pelaksanaan BFK yang baik dan benar.

Disposisi. Dengan memaksimalkan peran atasan yang diatur secara teknis
dalam bentuk Peraturan Kasal atau Surat Keputusan Kasal yang mengikat baik
prajurit maupun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI Angkatan Laut
dan kepada Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut (Aspers Kasal) dalam
hal ini Perwira Pembantu Utama (Paban) IV Bidang Pembinaan Karier
(Binkar), yang memiliki tugas tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan
bidang Pembinaan Karier Personel TNI AL, perlunya penyusunan kebijakan
dan sosialisasi implementasi BFK secara berjenjang dilaksanakan mulai dari
tingkat pusat hingga kepada Kasatker. Ketegasan keteladanan dalam
penegakan peraturan secara konsekuen dan akan sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan implementasi BFK.

Struktur Birokrasi. Perlu adanya penambahan tugas tanggung jawab khusus
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan BFK di setiap Satuan Kerja
Mabesal yang melekat pada setiap jenjang struktural pada jabatan Kataud,
Kabagum dan Palaksa, atau yang mempunyai peran membidangi pembinaan
personel. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal (Asrena Kasal) dalam hal
ini Perwira Pembantu Utama IlI/Manajemen (Paban Il/Jemen), agar dalam
menyusun organisasi dan prosedur pada setiap Kedinasan Mabesal/UPT,
ditambahkan tugas tanggung jawab yang melekat dalam struktur Bagian

Personel, Urusan Dalam, Bagian Umum dan Perwira Pelaksana, sebagai
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pembinaan dan pengawasan Implementasi Kebijakan BFK, sehingga dapat
terwujud dan terjaga kemurnian doktrin BFK pada diri seluruh Personel TNI

Angkatan Laut.

Rekomendasi

1.  Para pelaksana kebijakan khususnya unsur pimpinan dapat mengoptimalkan
komunikasi dengan penerima kebijakan khususnya bawahannya pada bidang atau
seksi masing masing. Maka perlu optimalisasi peran atasan atau komandan atau
kasatker dalam mendukung dan menjadi implementor dari setiap kegiatan yang di
programkan agar tercapai sasaran dan tujuan dari program tersebut sesuai dengan
Fungsi Komando masing-masing satuan kerja.

2.  Bagi pelaksana kebijakan memperkuat pengawak Binpers Fungsi Komando
dan diberikan pemahaman tentang eksisitensinya dalam implementasi kebijakan
sehingga diharapkan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku pada saat
melaksanakan kebijakan tentang Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando
terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut.
3. Perlunya ketegasan pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas dan Sekretaris
dalam menindak baik prajurit maupun Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner
dengan memberikan sangsi yang nyata agar dapat menjadi contoh bagi Pegawai
Negeri Sipil yang lainnya.

4.  Terbentuknya organisasi secara struktur untuk mengatur pembinaan PNS
dalam penerapan sesuai yang diharapkan oleh kebijakan BFK agar Pengawasan
dan pengendalian pelaksanakan kebijak terhadap PNS lebih optimal, yang kini

sementara atasan langsung masing-masing sebagai pengendalinya.
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